PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

" KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421 .4/y st - Dikmen

TENTANG :
IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPAN 1 CIAMPEA
JALAN PURNAWARMAN KP. PABUARAN PONCOL RT 05/03 DESA CIAMPEA
KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang
pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekclah Menengah Kejuruan
(SMK) YAPAN 1 Ciampea, yang berlckasi di Jalan Purmawarman Kp.
Pabuaran Poncol RT 05/03 Desa Clampea, Kecamatan Ciampea Kabupaten
Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagzimana dimaksud calam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor,tentang ljin Pendirian (Sekolah Menengzh Kejuruan) SMK YAPAN 1

Ciampea,

Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen

1. Program Keahlian : Administrasi

2. Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran

Yang beriokasl di Jalan Purnawarman Kp. Pabuaran Poncel RT 05/03 Desa
Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;

Mengingat :1. Undang-Undang HNomor 14 Tahun 1550, tentang Pemerintanh Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1650 Nomor : 8);
2, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan
Naslonal ( Lembar Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintah Daerzh
( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimans telah
diubah dengan Undang-Undang Nomer : 8 tahun 2005 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Necara Re:ubu
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4548);
5. Peratura Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menangah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1690 Nomeor 37, Tarr:,a;.a_.-;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3413); sebagaimana telah
- diubah dengan Perzturan Pemerintzh Nomor 56 Tahun 1998 {Lt‘?t:a;—uq
- Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan i_gr“uw-a1
. MNegam Republik Indonesia Nomor 3764); =
Fl ‘.mn Pemerintah Memor 29 Tahun 1950 temtang, Standar Nasicnai
- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41):
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013, tentang Standar Pendigikan Nasional: R
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, da'n
Pemerintdhan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4737):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tetang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007,tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

14, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006, tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan
dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11
Tahun 2008);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56).

19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin
Pendirian Sekolah;

20. Keputusan Bupati Bogor Nomor OEl/l&B/Kpts/HUK/ZOOS, tanggal 30 Mei
2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi
Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;

21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian,
Penggabungan,Perubahan Nama, dan Pencabutan Ijin Sekolah;

Memperhatikan : 1, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU -
2437.AH.01.04. Tahun 2013, Tanggal 03 Mei 2013, tentang Pengesahan
Akta Pendirian Yayasan Amanah Tenjolaya;

2. Surat Keputusan Yayasan Amanah Tenjolaya Nomor : 002/SK/YAT/1/2014,
tanggal, 08 Januari 2014, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) YAPAN 1 Ciampea;

3. Surat dari Yayasan Amanah Tenjolaya Nomor : 008/YAT/X/2014, tanggal 20
Oktober 2014,Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK;

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor
: 563/1665-Pmlatkertrans/2015, Tanggal, 19 Februari 2015, Perihail
Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional SMK;
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan :
i. Yth.

pENaMAWN

Yth.
Yth.
Yth.
Yth,
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

: Palam hal pelaksanaan keglatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud

pindah alamat, berganti yayasan dan atau di

pindahtangankan kepada yayasan

lain, maka keputusan inl batal dengan sendirinya dan harus mengulang

mengajukan Ijin pendirian sekolah baru;

: Dalam pelaksanaan keglatan
pihak lain atau peserta didi

pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
k yang mengakibatkan terhentinya kegiatan

pendidikan,
Jawab pihak

maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung
pemegang Ijin dan keputusan inl dapat dibatalkan dan/atau batal

deml hukum;

: Segala penyimpangan dan/atau kelalaian a
KEEMPAT keputusan inl, balk disengaja m

merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor,

Ini, batal demi hukum;

tas diktum KEDUA, KETIGA dan
aupun tidak disengaja sehingga
maka surat Keputusan

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban
dan tanggung jawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

: Keputusan Ini mulal berlaky pada tangg

al ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan dalam Penetapan Keputusan Inl akan diperbaiki sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal ! 2¢ Mare¢ 2015
. : -. .
e a Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,
Kebudayaan Republik Indonesia
Gubernur Jawa Barat

Kementerian Pendidikan dan

Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogo
r Kabupaten Bogor;

Camat Clampea

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Clampea

Kepala Deza Clampea Kecamatan Clampea

r;
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